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ABSTRAK 

Kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

merupakan faktor penting dalam mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. 

Namun, masih ditemukan masyarakat yang kurang memahami pentingnya 

kewajiban tersebut, sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam 

pembayaran PBB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi 

komunikasi yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota 

Medan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar PBB. 

Penelitian ini menggunakan teori strategi komunikasi dan teori kesadaran 

masyarakat sebagai landasan analisis. Pendekatan yang digunakan adalah 

kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam terhadap empat informan, yaitu dua orang dari pihak 

Bapenda (Kepala Sub Bidang Umum dan Kepala Sub Bidang Pajak Bumi dan 

Bangunan) serta dua orang wajib pajak dari masyarakat. Analisis data adalah 

proses penelitian yang dilakukan setelah mengumpulkan data, reduksi data, 

penyajian data, kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi dari hasil penelitian 

secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi 

yang diterapkan Bapenda bersifat informatif, persuasif, regulatif, dan integratif. 

Strategi tersebut dilakukan melalui media cetak, media sosial, penyampaian surat 

pemberitahuan, serta pendekatan langsung melalui kepala lingkungan dan 

kegiatan jemput bola seperti mobil pelayanan keliling. Dari sisi masyarakat, 

diketahui bahwa tingkat kesadaran masih beragam. Wajib pajak yang lebih tua 

cenderung lebih patuh, sementara generasi muda masih kurang memahami urgensi 

membayar PBB. Dengan strategi komunikasi yang lebih intensif dan melibatkan 

berbagai pihak, Bapenda mampu mendorong peningkatan pemahaman dan 

kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. 

Kata Kunci: Bapenda Kota Medan, Strategi Komunikasi, Kesadaran 

Masyarakat, Pajak Bumi dan Bangunan. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber utama 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah daerah, termasuk Kota Medan. 

Pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) digunakan untuk membiayai 

pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan sosial. 

Namun, kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) masih menjadi tantangan besar. (Nashwa Retwinda, 2025) 

Realisasi Penerima Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kota Medan 

bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, realisasi penerimaan PBB 

mencapai 100,45% dari target, yang menunjukkan kinerja yang sangat baik. 

Namun, pada tahun 2022 dan 2023, kinerja menurun signifikan menjadi masing-

masing 69,24% dan 66,53%, yang menunjukkan kinerja yang lebih buruk. Alasan 

utama penurunan ini adalah faktor-faktor seperti kepatuhan wajib pajak yang 

rendah dan kurangnya pengetahuan perpajakan secara umum. 

Dalam Penelitian (Nainggolan & Irawan, 2025) ditemukan pentingnya 

komunikasi antara Masyarakat dan otoritas untuk meningkatkan pendapatan di 

Kota Medan. Dalam penelitian lainnya (Kamlannabila et al., 2025) 

mengungkapkan bahwa interaksi langsung antara pejabat dan wajib pajak dapat 

membantu terciptanya hubungan yang lebih baik, membangun kepercayaan, dan 

mengidentifikasi hambatan teknis di lapangan sehingga terjadi yang berpotensi 

meningkatkan jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 
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Faktor- faktor yang memengaruhi kesadaran masyarakat terhadap 

pembayaran PBB antara lain kurangnya sosialisasi, rendahnya transparansi 

penggunaan dana PBB, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap 

pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan daerah. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Elda Ermawati et al., 2024) menunjukkan bahwa kurangnya sosialisasi dan 

penggunaan teknologi informasi dalam proses pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) merupakan salah satu penyebab rendahnya kepatuhan pajak.  

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan merupakan Unit 

Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) yang bertanggung jawab untuk peningkatkan 

penerimaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) para wajib pajak dikota medan. 

Oleh karenanya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sudah melakukan beberapa 

Upaya seperti sosialisasi tentang pentingnya pembayaran Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB). 

Berkaitan dengan latar belakang tersebut perlu penelitian tentang Strategi 

Komunikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam Meningkatkan 

Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan.  Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi komunikasi Pemerintah Kota 

Medan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Diharapkan penelitian ini dapat memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan strategi komunikasi yang lebih efektif untuk 

meningkatkan kepatuhan  pajak dan mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) di Kota Medan.
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini 

adalah bagaimana Strategi Komunikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 

Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komunikasi Badan 

Pendapatan Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Untuk memperoleh informasi dan gambaran yang jelas tentang Strategi 

Komunikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan Dalam 

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan 

Bangunan. 

2. Manfaat Akademis 

Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi referensi dan rujukan bagi 

mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik dalam mengkaji isu-isu 

terkait komunikasi pemerintah, strategi komunikasi publik, serta 

peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. 

Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran empiris tentang 
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penerapan strategi komunikasi di tingkat pemerintahan daerah, khususnya 

di lingkungan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), yang dapat dijadikan 

acuan untuk penelitian selanjutnya. 

3. Manfaat Praktisi 

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

masukan dan rekomendasi kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 

dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dan efisien dalam 

meningkatkan kesadaran serta kepatuhan masyarakat dalam membayar 

Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi 

terhadap strategi komunikasi yang telah diterapkan serta membuka 

peluang untuk inovasi komunikasi publik yang lebih partisipatif dan 

transparan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Pada saat penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II URAIAN TEORITIS 

Berisikan Uraian Teoritis yang menguraikan tentang Strategi Komunikasi Badan 

Pendapatan Daerah Kota Medan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat 

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Berisikan persiapan dan pelaksanaan penelitian yang menguraikan tentang metode 

penelitian, jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, narasumber 

penelitian, kategorisasi penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis 

data, serta Lokasi dan waktu penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terkait dengan 

penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan Simpulan dan saran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi merupakan perencanaan dan pelaksanaan komunikasi 

untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Effendi (2006), strategi komunikasi 

meliputi penetapan tujuan, pemilihan media, perumusan pesan, dan peran 

komunikator. Dalam konteks perpajakan, strategi komunikasi berfungsi untuk 

menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar 

pajak.(Ismail, 2022) 

Perencanaan komunikasi menjelaskan bagaimana cara menyebarluaskan 

pesan yang tepat dari komunikator kepada khalayak yang tepat, melalui saluran 

yang tepat, dan waktu yang tepat pula. Pengertian strategi komunikasi adalah 

suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala 

yang lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Untuk mencapai hasil yang tepat 

dalam melaksanakan program pembangunan, diperlukan perencanaan dan strategi 

yang tepat. Penetapan strategi diawali dengan menetapkan komunikator, 

menetapkan target sasaran dan analisis kebutuhan khalayak, menyusun pesan, 

memilih media dan saluran komunikasi, efek komunikasi. Sebuah proses 

komunikasi yang dilaksanakan tidak luput dari berbagai rintangan atau hambatan. 

Oleh karena itu, perencanaan komunikasi dimaksudkan untuk mengatasi 

rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi, sedangkan 

dari fungsi dan kegunaan komunikasi perencanaan diperlukan untuk 
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mengimplementaskan program-program yang ingin dicapai. Perencanaan 

komunikasi dalam kerangka yang sangat sederhana dikaitkan dengan bagaimana 

menciptakan komunikasi yang efektif. Dalam kerangka yang lebih luas 

perencanaan komunikasi diperlukan untuk menyusun strategi agar program-

program pembagunan yang berskala nasional bisa berhasil.(I. S. Wijaya, 2015) 

Komunikasi dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, 

tergantung pada kebutuhan, persyaratan, dan tujuannya. Komunikator memainkan 

peran penting dalam menyebarkan informasi. Komunikasi, baik berupa pesan atau 

suara, yang disampaikan melalui pesan dan bukan melalui media, dapat mencapai 

hasil yang positif.(Tenerman & Yenni, 2022) 

Penelitian oleh (Ismail, 2022) menunjukkan bahwa Badan Penyehatan 

Perbankan Daerah (BP2RD) menggunakan berbagai media antara lain kartu 

publik, strip, materai dan aplikasi elektronik untuk menginformasikan kepada 

masyarakat mengenai manfaat yang diterima dari Pembayaran Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (PBB) kepada Masyarakat. 

2.1.1 Komunikasi Informatif 

Komunikasi informatif berfokus pada penyampaian informasi yang jelas 

dan lengkap, termasuk jadwal pembayaran, prosedur pengajuan PBB, serta sanksi 

administratif bagi yang menunggak. Pada penelitian (Christian, 2017) menemukan 

bahwa faktor informativeness dalam iklan pajak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak, lebih banyak daripada unsur hiburan atau 

advertising value. Penelitian di Kabupaten Bangka juga menunjukkan bahwa 

penggunaan berbagai media seperti baliho, stiker lunas PBB, dan aplikasi E-PBB 
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efektif dalam  meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap manfaat kontribusi 

mereka (Ismail, 2022) Dengan demikian, strategi informatif menjadi landasan 

penting dalam membangun kesadaran dan pengetahuan masyarakat. 

2.1.2 Komunikasi Persuasif 

Strategi persuasif melibatkan penyusunan pesan yang mengajak dan 

membujuk masyarakat untuk beralih dari pengetahuan ke tindakan nyata 

membayar pajak. Selain itu, studi di Direktorat Jenderal Pajak melalui seminar 

“Pajak Bertutur” pada mahasiswa menggunakan rangkaian proses persuasif 

serupa, membuktikan efektivitas strategi tersebut dalam membentuk kesadaran 

dan sikap positif terhadap pajak (Junaedi, 2020). Strategi persuasif juga 

dicontohkan oleh Bapenda di Serdang Bedagai yang menggunakan sosialisasi dan 

media sosial untuk merangsang minat dan tindakan public. 

2.1.3 Komunikasi Edukatif 

Komunikasi edukatif hadir sebagai strategi untuk memberikan 

pengetahuan mendalam dan situasi kontekstual, bukan hanya informasi dasar. 

Studi di Surabaya (2023) memperlihatkan bahwa edukasi pajak reklame melalui 

tatap muka sangat meningkatkan pemahaman dan kesadaran pelaku usaha 

terhadap kontribusi pajak mereka, selain memperkuat hubungan sinergis antara 

pemerintah dan pelaku ekonomi (Y. N. Hidayat et al., 2025).Selain itu, 

pengalaman Bapenda Kota Bogor dalam mensosialisasikan aplikasi elektronik 

E-SPPT juga menggunakan edukasi langsung dan berkesinambungan melalui 

mobil keliling, pekan panutan, dan help desk, yang memudahkan wajib pajak 

dalam memahami dan menggunakan sistem ini. 
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2.2 Komunikasi Publik 

Komunikasi publik adalah penyampaian pesan dari pemerintah atau 

lembaga kepada masyarakat umum. Tujuannya adalah untuk menginformasikan, 

membujuk, dan memengaruhi opini publik. Dalam bidang fiskal, komunikasi 

publik akan meningkatkan kesadaran warga negara dan mengurangi pajak. 

Komunikasi Publik ( Public Communication) merupakan salah satu tipe 

ataupun wujud komunikasi dari segi jumlah ataupun banyaknya komunikan 

(audiens) tidak hanya komunikasi intrapribadi (intrapersonal communication), 

komunikasi antarpribadi (interpersonal communication), komunikasi kelompok 

(group communication), serta komunikasi massa (mass communication), serta 

pula diketahui dengan banyak sebutan, semacam urusan publik (public affairs), 

data publik (public information), serta ikatan publik (public relation) ataupun 

humas (ikatan warga). Sebab jumlah komunikan yang banyak, komunikasi publik 

pula kerap di identikkan dengan komunikasi massa, sementara itu keduanya 

berbeda dari segi saluran (channel). Komunikasi massa merupakan komunikasi 

lewat media massa (communicating with media). Komunikasi massa” cuma” 

memakai media massa, seperti Pesan Berita, Majalah, Web, Radio, serta Tv, 

sebaliknya komunikasi publik lebih luas lagi. Tidak hanya memakai media massa, 

komunikasi publik pula memakai E-Mail, Web, jejaring sosial semacam Facebook 

serta Twitter, Yahoo Messengger, Hp (SMS), serta medium lain yang dapat 

menjangkau khalayak luas (banyak), semacam aksi demo, seminar, dialog, serta 

sebagainya.(Audina et al., 2023) 
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Komunikasi publik pemerintah diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) 

No. 9 Tahun 2015. Inpres ini dibentuk untuk mendukung keberhasilan Kantor 

Kabinet, menangkap kebutuhan publik, dan mempercepat penyebaran informasi 

mengenai kebijakan dan program pemerintah. Salah satu instruksi tersebut 

menyatakan bahwa informasi harus disampaikan kepada publik melalui berbagai 

saluran komunikasi secara ringkas, tepat waktu, objektif, dan kualitatif, 

memberikan perspektif nasional dan mudah dipahami mengenai kebijakan dan 

program pemerintah. Pemerintah harus dapat dengan cepat menyesuaikan upaya 

hubungan masyarakatnya dengan ketersediaan teknologi komunikasi baru, seperti 

penggunaan telepon pintar untuk menyebarkan informasi melalui media digital 

dan jejaring sosial.(Ramadani, 2019) 

2.3 Teori Perubahan Perilaku 

Teori perubahan perilaku menjelaskan bagaimana orang menyesuaikan 

perilaku mereka berdasarkan informasi dan motivasi yang mereka terima. Model 

AIDDA (Attention, Interest, Desire, Decision, Action) merupakan salah satu 

model yang paling umum digunakan dalam kampanye sosial untuk memengaruhi 

perilaku masyarakat. Dalam konteks pajak, strategi komunikasi yang efektif dapat 

menarik perhatian masyarakat, meningkatkan minat dan keinginan untuk 

membayar pajak, serta menginspirasi tindakan. 

Teori perubahan perilaku adalah pendekatan ilmu komunikasi dan 

psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana sikap, persepsi, dan tindakan 

individu dapat dimodifikasi melalui intervensi komunikatif. Model yang sering 

digunakan adalah model hierarki efek, yang dikembangkan oleh Lavidge dan 
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Steiner (1961). Menurut model ini, proses perubahan perilaku dimulai dengan fase 

kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan konatif (tindakan). 

Dalam konteks komunikasi pemerintah, termasuk strategi komunikasi 

otoritas pajak daerah, perubahan perilaku masyarakat terkait pembayaran Pajak 

Bumi dan Bangunan (PBB) dapat terjadi apabila masyarakat memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang pajak (kognitif), bersikap positif terhadap 

kewajiban perpajakan (afektif), dan pada akhirnya menunjukkan perilaku yang 

nyata berupa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (konatif). Komunikasi 

yang efektif merupakan alat penting untuk menyampaikan informasi, membentuk 

opini, dan memotivasi tindakan. 

2.4 Kesadaran Membayar Pajak 

Kesadaran membayar pajak adalah pemahaman dan kemauan masyarakat 

untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kesadaran ini antara lain pengetahuan tentang perpajakan, persepsi 

terhadap pemerintah, dan kualitas pelayanan. 

Adapun menurut Renaldo, Octaviani & Imanda (2018) bahwa media 

massa, khususnya televisi lokal, berperan penting dalam menyampaikan pesan 

pajak secara efektif kepada masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

keberhasilan iklan layanan masyarakat (ILM) tidak hanya bergantung pada 

kontennya, tetapi juga pada intensitas penyiaran, kejelasan pesan, serta 

kemampuan iklan untuk membangun kedekatan emosional dengan penonton. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan kebutuhan strategi komunikasi pemerintah 

daerah dalam membangun kesadaran masyarakat secara persuasif melalui media 
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lokal. Menurut Pujiyanto (2013) dalam (Muaradhyka & Hamzah Lubis, 2024) 

Iklan Layanan Masyarakat (ILM) adalah iklan yang digunakan untuk 

menyampaikan informasi,mengajak atau mendidik khalayak dimana tujuan 

akhirnnya bukan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial. Keuntungan 

social itu meliputi munculnya penambahan pengetahuan, kesadaran sikap dan 

perubahan perilaku terhadap masalah yang diiklankan dan semua keuntungannya 

sangat penting bagi kualitas hidup Masyarakat itu sendiri. (Pujiyanto, 2013). 

Setiap tahun pemerintah berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak 

guna memenuhi pembiayaan atas pengeluaran Negara secara mandiri dan 

maksimal.  Hal ini dilakukan antaralain dengan berbagai upaya sosialisasi dan 

peningkatan kualitas pelayanan pihakotoritas pajak. Seiring bertambahnya 

penduduk di negara ini, maka jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun juga 

semakin meningkat. Namun, ada fenomena yang muncul seiring bertambahnya 

wajib pajak tersebut dan juga tidak diimbangi dengan kepatuhan wajib pajak 

dalam membayarkan dan melaporkan pajak. Persepsi masyarakat yang 

menganggap bahwa pajak hanya sebagai pungutan wajib, tetapi bukan sebagai 

peran serta masyarakat dalam ikut serta memajukan negara bisa jadi salah satu 

penyebab rendahnya kepatuhan waijb pajak, karena mereka merasa belum melihat 

manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat. Padahal pemerintah sudah 

berupaya meningkatkan kualitas pelayanan serta mengalokasikan hasil dari pajak 

yang diterima untuk kesejahteraan dari rakyat.(Ramadhanty & Zulaikha, 2020) 

Penelitian oleh (Abdullah et al., 2022) menemukan bahwa kesadaran dan 

pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 
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pajak dalam membayar PBB. Demikian pula, (Fatoni, 2023) menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan dan kondisi keuangan masyarakat berpengaruh signifikan 

terhadap kesadaran membayar PBB. 

2.5 Pajak Bumi dan Bangunan PBB 

PBB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan tanah 

dan/atau bangunan. PBB merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) yang penting bagi pembangunan daerah. Namun, tingkat kepatuhan 

masyarakat dalam membayar PBB masih menjadi tantangan. 

Setiap individu dalam masyarakat harus dapat memahami dan mengerti 

akan arti penting pajak dalam keberhasilan suatu pemerintahan bahwa pajak 

merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai peranan yang sangat 

penting didalam pelaksanaan pembangunan, selain Pajak Pendapatan dan Pajak 

Penghasilan maka Pajak Bumi dan Bangunan atau PBB juga memberikan peranan 

penting dalam Sumber Pembiayaan.  

Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya dalam 

pembayaran PBB akan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara 

umum. Uang pajak digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa 

aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan 

sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari 

pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak 

juga digunakan untuk mensubsidi barang- barang yang sangat dibutuhkan 

masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan 

untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) baik dalam hal 
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pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak 

bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda 

pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Disamping fungsi budgeter (fungsi 

penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari 

masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada 

masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. 

Kesadaran perpajakan adalah sikap wajib pajak terhadap fungsi pajak, 

keberhasilan perpajakan sangat ditentukan oleh kesadaran perpajakan wajib pajak. 

Kepatuhan pajak lain dari kesadaran pajak. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi 

logis untuk para wajib pajak agar mereka rela memberikan kontribusi dana untuk 

pelaksanaan fungsi perpajakan, dengan cara membayar kewajiban pajaknya secara 

tepat waktu dan tepat jumlah.(Ma’ruf & Supatminingsih, 2020) 

Penelitian oleh (Badar & Kantohe, 2022) menunjukkan bahwa kesadaran 

wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan tingkat penghasilan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB di Kecamatan Tompaso. 

2.6 Anggapan Dasar  

Penelitian ini didasarkan pada anggapan bahwa strategi komunikasi yang 

dilakukan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan memegang peranan 

penting dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat membayar pajak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-

kualitatif. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme dan lebih 

mengutamakan penalaran induktif yang menyediakan data deskriptif daripada 

metode statistik yang menghasilkan kesimpulan bermakna dari serangkaian 

generalisasi. (Wijaya, 2018) 

Penelitian kualitatif melibatkan analisis deskriptif dan mendalam. Proses 

dan makna penelitian kualitatif didasarkan pada kerangka teoritis yang memandu 

penelitian berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan. Dalam jenis penelitian 

ini, peneliti menyelami situasi yang sedang diteliti. Oleh karena itu, analisis 

mendalam diperlukan baik selama penelitian maupun saat meninjau hasilnya. 

Tujuan keseluruhan penelitian kualitatif adalah untuk memperoleh data kunci 

melalui wawancara dan observasi. (Purwanto, 2022) 

3.2 Kerangka Konsep 

Secara etimologis, “konsep” berasal dari kata “conceptum” yang berarti 

“sesuatu yang dipahami”. Kamus Bahasa Indonesia yang lengkap mengartikan 

konsep sebagai ide atau pemahaman yang diabstraksikan dari suatu peristiwa 

tertentu. Konsep juga dapat merujuk pada representasi mental dari suatu objek, 

ide, proses, atau apa pun yang membantu pikiran memahami sesuatu. Dalam 

konteks penelitian, kerangka konseptual sangat penting karena memberikan 
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gambaran objektif tentang metode dan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian. Kerangka konseptual memungkinkan peneliti untuk mengatur dan 

menggambarkan metode yang digunakan dalam penelitian secara sistematis.  

Berikut ini adalah kerangka konsep yang akan digunakan dalam penelitian 

ini: 

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Olahan data Peneliti 2025 

3.3 Definisi Konsep 

Definisi Konsep merupakan penjabaran dari kerangka konsep. Berikut 

merupakan definisi konsep dari kerangka konsep diatas: 

 

 

 

1. Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi dalam penelitian ini merujuk pada perencanaan 

dan pelaksanaan komunikasi yang dilakukan secara sistematis oleh 

Strategi Komunikasi Bapenda Kota Medan 

Peningkatan Kesadaran Masyarakat 

Pengetahuan Tentang PBB 

(Kognifikan) 

Sikap Terhadap PBB 

(Efektif) 

Tindakan Membayar PBB 

(Konatif) 
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Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan dengan tujuan untuk 

menyampaikan pesan-pesan perpajakan kepada masyarakat. Strategi 

ini meliputi pendekatan informatif, persuasif, dan edukatif yang 

bertujuan untuk membentuk pemahaman, sikap, dan perilaku 

masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan. Menurut Cangara 

(2017), strategi komunikasi adalah perencanaan komunikasi untuk 

mencapai tujuan tertentu dengan mempertimbangkan audiens, pesan, 

media, dan efek yang diharapkan. 

2. Kesadaran Masyarakat 

Kesadaran masyarakat dalam konteks penelitian ini adalah tingkat 

pemahaman, perhatian, dan kepedulian masyarakat terhadap kewajiban 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Kesadaran tersebut mencakup 

tiga dimensi, yaitu aspek kognitif (pengetahuan), afektif (sikap), dan 

konatif (perilaku atau tindakan). Menurut Notoatmodjo (2012), 

kesadaran merupakan keadaan di mana seseorang memahami dan 

menerima suatu informasi serta mampu bertindak sesuai dengan 

informasi tersebut. 

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak daerah yang dikenakan 

terhadap kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan. 

Dalam konteks penelitian ini, PBB menjadi objek kampanye 

komunikasi oleh Bapenda untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat 

dalam pembayaran pajak. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 
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2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB merupakan 

jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas tanah dan 

bangunan berdasarkan nilai jual objek pajak. 

4. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan (Bapenda) 

Bapenda merupakan lembaga teknis daerah di bawah Pemerintah Kota 

Medan yang bertugas mengelola pendapatan daerah, termasuk 

penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam penelitian 

ini, Bapenda berperan sebagai pelaku utama strategi komunikasi yang 

digunakan untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam 

membayar PBB. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Tabel 3. 1 Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi Penelitian       Indikator Penelitian 

Strategi Komunikasi  

 

 

 

 

 

Kesadaran Masyarakat 

 

 

 

 

 Komunikasi Informatif 

 Komunikasi Persuasif 

 Komunikasi Edukatif 

 

 Pengetahuan Tentang PBB 

(Kognitif) 

 Sikap Terhadap PBB 
(Efektif) 

 Tindakan Membayar PBB 
(Konatif) 

Sumber: Olahan Peneliti, 2025 
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3.5 Informan  

Informan merupakan orang-orang yang terlibat dalam objek penelitian 

yang akan dimanfaatkan peneliti dalam menggali informasi terkait objek yang 

akan diteliti. Dalam konteks ini, informan pada penelitian berjumlah 4 orang yang 

ditetapkan dengan Teknik Purposive dengan kriteria: Kepala Sub Bidang Umum 

Bapenda, Kepala Sub Bidang PBB, dan dua Masyarakat wajib pajak. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan secara kualitatif 

dengan tujuan menggali informasi secara mendalam mengenai strategi 

komunikasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan 

kesadaran masyarakat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).  

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari: 

1. Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) 

Wawancara mendalam dilakukan secara langsung dengan informan 

kunci, yaitu pejabat/staf Bapenda Kota Medan yang terlibat dalam 

perencanaan dan pelaksanaan strategi komunikasi, tokoh masyarakat, serta 

warga sebagai wajib pajak. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar 

peneliti dapat mengeksplorasi jawaban yang lebih luas dan mendalam 

sesuai dengan dinamika lapangan.(Sari & Handayani, 2020) 

2. Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung terhadap kegiatan sosialisasi, 

media informasi yang digunakan oleh Bapenda (seperti spanduk, baliho, 
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website, atau media sosial), serta respons masyarakat terhadap upaya 

komunikasi yang dilakukan. Observasi digunakan untuk menguatkan data 

hasil wawancara dan mendeteksi pola atau praktik komunikasi yang nyata 

di lapangan.(Prasetyo & Puspitasari, 2022) 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis, visual, 

atau digital seperti brosur, leaflet, laporan tahunan, kebijakan, dan konten 

media sosial resmi milik Bapenda Kota Medan. Dokumen-dokumen ini 

memberikan gambaran konkret mengenai pesan komunikasi, jenis media 

yang digunakan, dan frekuensi komunikasi publik yang 

dilakukan.(Anugrah & Kurniawan, 2021) 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan 

pendekatan analisis interaktif model Miles dan Huberman. Teknik ini dipilih 

karena sesuai untuk menggambarkan strategi komunikasi secara mendalam 

melalui proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), proses analisis data 

kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:
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1. Reduksi Data  

Tahap ini melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan 

data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Tujuannya adalah menyaring data agar relevan dengan 

fokus penelitian, yaitu strategi komunikasi dalam meningkatkan 

kesadaran membayar PBB. 

2. Penyajian Data  

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif, 

matriks, atau tabel agar lebih mudah dianalisis. Penyajian data 

membantu peneliti memahami pola, kategori, atau hubungan antar 

elemen dalam strategi komunikasi Bapenda. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  

Peneliti menarik kesimpulan sementara berdasarkan temuan yang ada, 

kemudian melakukan verifikasi dengan membandingkan temuan antar 

sumber data (wawancara, observasi, dokumentasi) untuk memastikan 

keabsahan dan konsistensinya. 

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) 

Kota Medan yang beralamat di Jl. Jenderal Besar A.H. Nasution No.32, 

Pangkalan Masyhur, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan waktu 

penelitian ini dimulai pada awal Juni 2025 sampai selesai. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 

a) Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 

 Dengan Terwujudnya Pendapatan Daerah Sebagai Andalan 

Pembiayaan Pembangunan Daerah. 

b) Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola 

Pendapatan Daerah, 

2. Meningkatkan sarana dan prasarana Badan. 

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek Pendapatan 

Daerah, 

4. Meningkatkan penegakan hukum,meningkatkan kesadaran wajib 

pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah. 

4.1.2 Struktur Organisasi 

 Berikut struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. 

Gamb

ar 4 1 
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Sumber: Profile Website Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 

 

4.1.3 Hasil Wawancara 

 Pada penelitian ini, peneliti sudah mengumpulkan 4 orang untuk dijadikan 

informan pada penelitian Strategi Komunikasi Badan Pendapatan Daerah 

Kota Medan dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak 

Bumi dan Bangunan. Informan pertama adalah Kepala Sub Bidang Umum 

yaitu Bapak Hendra Asmilan yang berusia 50 Tahun. 

 
Gambar 4. 2 Informan Bapak Hendra Asmilan 

   
          Sumber: Dokumentasi peneliti, Juli 2025 

 

 Informan kedua Kepala Sub Bidang PBB Bapak Ahmad Sofwan yang berusia 

45 Tahun. 

 

Gambar 4. 3 Informan Bapak Ahmad Sofwan 
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            Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendra Asmilan 

selaku Kepala Sub Bidang Umum Bapenda Kota Medan, dapat diketahui 

bahwa Bapenda menggunakan berbagai saluran komunikasi untuk 

menyampaikan informasi mengenai jadwal dan prosedur pembayaran 

PBB. Informasi tersebut disebarkan melalui media sosial resmi, 

pemasangan spanduk di kelurahan dan kecamatan, serta melalui kerja 

sama dengan aparat kelurahan. Selain itu, Bapenda juga mengirimkan 

surat pemberitahuan secara langsung kepada wajib pajak, terutama bagi 

yang belum melakukan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa strategi 

komunikasi yang diterapkan bersifat informatif dan menjangkau berbagai 

lapisan masyarakat, dengan memadukan media digital, visual, dan 

pendekatan langsung agar informasi lebih mudah diterima dan dipahami.  

“Biasanya kami menyampaikan informasi melalui beberapa saluran, 

seperti media sosial resmi Bapenda, spanduk di kelurahan dan 

kecamatan, serta lewat kerja sama dengan aparat kelurahan. Selain 

itu, kami juga kirimkan surat pemberitahuan secara langsung ke wajib 

pajak, terutama yang belum melakukan pembayaran.” 

Sedangkan berdasarkan pernyataan Bapak Ahmad Sofwan 

selaku Kepala Sub Bidang PBB, terlihat bahwa Bapenda Kota Medan 

menerapkan pendekatan komunikasi yang lebih beragam dan 
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menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Informasi mengenai jadwal 

dan prosedur pembayaran PBB disampaikan melalui media cetak 

seperti spanduk dan baliho, serta media digital seperti media sosial 

resmi Bapenda. Pendekatan ini dilakukan menjelang masa jatuh tempo 

sebagai bentuk pengingat kepada masyarakat. Selain itu, Bapenda juga 

menjalin kerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk 

menyampaikan informasi melalui rapat warga, kegiatan gotong 

royong, dan pengumuman di kantor lurah. Bahkan, penggunaan grup 

WhatsApp lingkungan dan mobil keliling dengan pengeras suara 

menunjukkan fleksibilitas serta pemahaman terhadap pola komunikasi 

masyarakat setempat. Strategi ini mencerminkan bahwa Bapenda tidak 

hanya fokus pada penyebaran informasi, tetapi juga memastikan 

aksesibilitas dan keterjangkauan pesan agar seluruh lapisan masyarakat 

dapat menerima dan memahaminya dengan baik. 

“Baik, jadi untuk menyampaikan informasi terkait jadwal dan 

prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kami 

di Bapenda Kota Medan biasanya menggunakan beberapa 

metode ya. Yang pertama, kami memanfaatkan media cetak dan 

digital, seperti spanduk, baliho, serta pengumuman di media 

sosial resmi milik Bapenda. Itu kami lakukan menjelang masa 

jatuh tempo pembayaran, supaya masyarakat aware bahwa 

waktunya sudah dekat. Selain itu, kami juga bekerja sama 

dengan kecamatan dan kelurahan untuk menyebarkan 

informasi secara langsung, misalnya melalui pengumuman di 

kantor lurah atau saat ada kegiatan gotong royong dan rapat 

warga. Kadang juga disampaikan lewat grup WhatsApp 

lingkungan, karena kami paham itu salah satu jalur komunikasi 

yang cepat di masyarakat. Kami juga pernah menggunakan 

mobil keliling yang dipasangi speaker untuk mengumumkan 

informasi di area-area tertentu, terutama di wilayah yang 

akses internetnya belum optimal. Intinya kami berusaha 
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semaksimal mungkin agar informasi itu sampai dan mudah 

dimengerti oleh warga.” 

  Lalu peneliti bertanya tentang pemilihan media informasi 

(misalnya spanduk, brosur, media sosial) dilakukan oleh Bapenda 

untuk menjangkau masyarakat. Dari pernyataan Bapak Hendra 

Asmilan, dapat disimpulkan bahwa pemilihan media informasi oleh 

Bapenda Kota Medan dalam menyampaikan pesan tentang PBB 

dilakukan secara strategis dan berbasis evaluasi. Media yang 

digunakan seperti spanduk dan baliho ditempatkan di lokasi-lokasi 

yang dinilai strategis untuk menjangkau wajib pajak secara 

langsung. Sementara itu, media sosial dimanfaatkan untuk 

mengingatkan masyarakat akan jatuh tempo pembayaran dan juga 

untuk menyampaikan edukasi secara ringkas. Pemilihan media ini 

tidak dilakukan secara sepihak, melainkan juga 

mempertimbangkan masukan dari kelurahan dan kecamatan, 

sehingga pendekatannya menjadi lebih adaptif terhadap 

karakteristik dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. 

Hal ini menunjukkan bahwa Bapenda tidak hanya mengandalkan 

satu jenis saluran komunikasi, tetapi menyesuaikannya dengan 

efektivitas dan kondisi di lapangan. 

“Dalam bidang PBB, kami lebih fokus pada media yang 

langsung bisa menjangkau wajib pajak. Spanduk dan 

baliho ditempatkan di titik strategis, sementara untuk 

media sosial, kami gunakan untuk mengingatkan jatuh 

tempo dan memberikan edukasi singkat. Pemilihan 

medianya berdasarkan evaluasi efektivitas dan masukan 

dari kelurahan atau kecamatan juga” 
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  Sedangkan dari pernyataan Bapak Ahmad Sofwan 

menunjukkan bahwa strategi komunikasi Bapenda dalam 

menyampaikan informasi tentang PBB dilakukan secara 

segmentatif dan adaptif. Pemilihan media informasi didasarkan 

pada karakteristik demografis dan kebiasaan komunikasi 

masyarakat di wilayah tertentu. Di wilayah padat penduduk atau 

kawasan pasar, Bapenda lebih mengandalkan media konvensional 

seperti spanduk dan brosur yang mudah diakses secara visual. 

Sementara itu, untuk menjangkau kelompok masyarakat yang lebih 

muda dan aktif secara digital, media sosial seperti Instagram dan 

Facebook digunakan sebagai sarana komunikasi yang lebih 

relevan. Pendekatan kombinatif ini mencerminkan upaya Bapenda 

untuk meningkatkan efektivitas penyebaran informasi melalui 

pemanfaatan berbagai saluran komunikasi yang sesuai dengan 

segmentasi audiensnya. 

“Pemilihan media informasi kami sesuaikan dengan 

karakteristik masyarakat. Untuk yang berada di wilayah 

padat penduduk atau pasar, kami pilih media seperti 

spanduk dan brosur yang mudah terlihat. Tapi untuk 

generasi muda atau masyarakat yang aktif di dunia digital, 

kami gunakan media sosial seperti Instagram dan 

Facebook. Jadi kami kombinasi antara media konvensional 

dan digital” 

 

  Selanjutnya, peneliti bertanya Bagaimana Bapenda 

memastikan bahwa informasi yang disampaikan sudah dipahami 

oleh masyarakat. Dari pernyataan Bapak Hendra Asmilan, terlihat 
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bahwa Bapenda Kota Medan memiliki pendekatan evaluatif dalam 

memastikan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. 

Pemahaman masyarakat diukur melalui umpan balik langsung saat 

kegiatan lapangan, seperti penyuluhan dan pelayanan keliling. Jika 

pertanyaan yang sama terus muncul dari masyarakat, hal itu 

menjadi indikator bahwa informasi belum tersampaikan secara 

optimal dan perlu diperbaiki baik dari segi isi maupun cara 

penyampaian. Selain itu, Bapenda juga memantau tren pembayaran 

PBB sebagai parameter pemahaman apabila terjadi peningkatan 

partisipasi pembayaran, maka dianggap bahwa masyarakat mulai 

memahami informasi yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa 

evaluasi dilakukan secara kualitatif (dari interaksi langsung) dan 

kuantitatif (melalui data pembayaran).  

“kami mengukur pemahaman masyarakat melalui feedback 

saat kegiatan lapangan, seperti penyuluhan atau pelayanan 

keliling. Kalau masih banyak pertanyaan yang sama 

muncul, berarti kami perlu perbaiki cara penyampaian 

informasi. Kami juga perhatikan tren pembayaran kalau 

partisipasi meningkat, artinya masyarakat mulai paham” 

 

 Sedangkan menurut pernyataan Bapak Ahmad Sofwan 

menunjukkan bahwa Bapenda Kota Medan menggunakan 

pendekatan komunikatif dan partisipatif untuk memastikan bahwa 

informasi mengenai PBB benar-benar dipahami masyarakat. 

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi langsung ke kecamatan, 

mereka tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga 

membangun interaksi dua arah dengan warga. Selain itu, Bapenda 
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membuka kanal komunikasi melalui media sosial dan call center 

sebagai bentuk layanan responsif terhadap pertanyaan atau 

kebingungan masyarakat. Respons dan antusiasme warga selama 

kegiatan berlangsung menjadi indikator utama dalam menilai 

sejauh mana pesan yang disampaikan dipahami. Strategi ini 

memperlihatkan bahwa evaluasi dilakukan secara aktif dengan 

melibatkan masyarakat secara langsung maupun melalui media 

digital. 

“Kami biasanya memastikan pemahaman masyarakat 

melalui pendekatan langsung seperti kegiatan sosialisasi 

dan edukasi ke kecamatan-kecamatan. Selain itu, kami juga 

membuka ruang tanya-jawab baik secara langsung maupun 

lewat media sosial dan layanan call center. Respons 

masyarakat selama kegiatan menjadi indikator kami, 

apakah pesan sudah tersampaikan dengan baik atau 

belum” 

 Kemudian, peneliti bertanya tentang strategi Bapenda 

dalam menyusun pesan atau ajakan agar masyarakat terdorong 

membayar PBB. Menurut pernyataan Bapak Hendra Asmilan, 

strategi penyusunan pesan oleh Bapenda Kota Medan disesuaikan 

dengan karakteristik masyarakat di masing-masing wilayah. 

Pendekatan ini menunjukkan adanya segmentasi audiens yang 

jelas, di mana pesan disesuaikan dengan media yang paling relevan 

bagi kelompok targetnya. Untuk masyarakat yang aktif di media 

sosial, konten digital yang informatif namun ringan menjadi 

pilihan, sedangkan untuk daerah yang kurang terjangkau teknologi, 
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digunakan media konvensional seperti spanduk dan brosur. Inti 

dari pesan yang disampaikan tetap menekankan pada pentingnya 

kesadaran akan kewajiban membayar pajak dan kontribusi 

langsung masyarakat terhadap pembangunan daerah. Strategi ini 

mencerminkan pendekatan komunikatif yang adaptif dan 

partisipatif, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga 

membangun kesadaran kolektif. 

“Kami menyusun pesan ajakan dengan menyesuaikan 

karakteristik wilayah dan segmentasi masyarakat. 

Misalnya, untuk warga yang aktif di media sosial, kami 

buat konten digital yang informatif tapi ringan. Untuk 

wilayah yang kurang akses digital, kami gunakan spanduk 

atau brosur. Pesannya kami tekankan pada kewajiban dan 

kontribusi nyata masyarakat terhadap pembangunan 

daerah” 

 

 Sedangkan dari pernyataan Bapak Ahmad Sofwan 

menekankan bahwa strategi penyusunan pesan ajakan oleh 

Bapenda lebih berfokus pada kesederhanaan dan relevansi isi 

pesan. Dengan membuat pesan yang ringkas, mudah dipahami, 

serta menyentuh aspek yang dekat dengan kehidupan masyarakat, 

seperti pembangunan fasilitas umum. Bapenda berupaya 

membangun koneksi emosional dan praktis dengan warga. Selain 

itu, penggunaan unsur visual menunjukkan kesadaran akan 

pentingnya daya tarik visual dalam menarik perhatian dan 

memperkuat pemahaman. Pendekatan ini mencerminkan strategi 

komunikasi yang efisien, humanis, dan berbasis pada kebutuhan 

serta persepsi masyarakat. 
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“Strategi kami dalam menyusun pesan ajakan lebih fokus 

pada pendekatan yang sederhana dan relevan. Pesan kami 

buat ringkas, mudah dimengerti, dan langsung menyentuh 

kepentingan masyarakat seperti manfaat dari membayar 

PBB untuk pembangunan fasilitas umum. Kami juga 

tambahkan unsur visual agar lebih menarik perhatian” 

 Lalu, peneliti bertanya tentang penggunaan media sosial 

atau iklan layanan masyarakat dimanfaatkan untuk mempengaruhi 

masyarakat secara emosional. Pernyataan Bapak Hendra Asmilan 

menunjukkan bahwa dalam penggunaan media sosial dan iklan 

layanan masyarakat, Bapenda tidak hanya fokus pada penyampaian 

informasi, tetapi juga membangun kedekatan emosional dengan 

masyarakat. Narasi yang menekankan nilai tanggung jawab dan 

kebanggaan sebagai warga menjadi strategi untuk membangkitkan 

kesadaran kolektif, bahwa membayar PBB adalah bentuk 

kontribusi nyata terhadap lingkungan. Penyesuaian konten visual, 

seperti menampilkan tokoh lokal atau cerita yang dekat dengan 

kehidupan sehari-hari, menjadi pendekatan persuasif yang efektif 

dalam menyentuh sisi emosional audiens. Strategi ini 

mencerminkan pemanfaatan komunikasi persuasif dengan 

pendekatan yang humanis dan kontekstual. 

“Iklan layanan masyarakat kami arahkan untuk 

membangun rasa tanggung jawab dan kebanggaan warga. 

Kami gunakan narasi yang menunjukkan bahwa 

pembayaran PBB bukan hanya kewajiban, tapi bentuk 

kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Konten visual juga 

kami sesuaikan, misalnya dengan menampilkan tokoh lokal 

atau cerita sederhana yang relatable, supaya lebih 

mengena secara emosional” 

 



32 

 

 

 

 Sedangkan menurut Bapak Ahmad Sofwan menegaskan 

bahwa pendekatan emosional dalam media sosial difokuskan pada 

visualisasi dampak positif yang nyata dari pembayaran PBB. 

Dengan menampilkan hasil konkret seperti perbaikan jalan atau 

pembangunan fasilitas umum, Bapenda berusaha membangun 

keterhubungan emosional antara kewajiban membayar pajak dan 

manfaat langsung yang dirasakan masyarakat. Selain itu, 

penggunaan gaya bahasa yang humanis dan tidak kaku menjadi 

strategi untuk menciptakan komunikasi yang lebih hangat dan 

mudah diterima. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pesan 

emosional yang relevan dan mudah dicerna dapat meningkatkan 

rasa kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam kewajiban 

perpajakan. 

 

“Kami manfaatkan media sosial dengan membuat konten 

yang menyentuh sisi emosional, misalnya menampilkan 

dampak positif pembayaran PBB terhadap pembangunan, 

seperti jalan yang diperbaiki atau fasilitas umum yang 

dibangun. Gaya bahasa juga kami buat lebih humanis, 

bukan sekadar formalitas, agar masyarakat merasa lebih 

dekat dan tergugah.” 

 Selanjutnya, peneliti bertanya tentang peran tokoh 

masyarakat atau aparat kelurahan dilibatkan dalam pendekatan 

persuasive. Bapak Hendra Asmilan mengatakan pentingnya peran 

tokoh masyarakat sebagai penghubung strategis dalam komunikasi 

persuasif. Dengan melibatkan sosok yang sudah dipercaya dan 
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dikenal oleh warga, seperti tokoh masyarakat atau aparat 

kelurahan, pesan ajakan untuk membayar PBB menjadi lebih 

mudah diterima. Tokoh-tokoh ini tidak hanya menyampaikan 

informasi, tetapi juga membangun kepercayaan dan memperkuat 

rasa tanggung jawab kolektif. Pendekatan ini terbukti efektif 

karena mengandalkan hubungan sosial yang sudah terjalin kuat di 

lingkungan setempat, sehingga imbauan tidak terasa memaksa, 

melainkan lebih bersifat ajakan yang hangat dan dekat. 

“Kami gandeng tokoh masyarakat sebagai “jembatan 

komunikasi” karena mereka lebih dekat dengan warga. 

Mereka membantu mengedukasi, memberi penjelasan, 

bahkan ikut menyampaikan imbauan secara langsung. 

Terutama saat jatuh tempo pembayaran PBB, mereka kami 

minta bantu untuk mengingatkan warga secara persuasif 

agar tidak terlambat membayar. Pendekatan ini cukup 

efektif karena masyarakat lebih percaya pada sosok yang 

sudah mereka kenal” 

  

 Sedangkan Bapak Ahmad Sofwan menegaskan bahwa 

tokoh masyarakat dan aparat kelurahan memiliki peran strategis 

dalam menyampaikan pesan secara persuasif kepada warga. 

Dengan memanfaatkan forum-forum lokal seperti pertemuan warga 

atau kegiatan posyandu, Bapenda memaksimalkan jangkauan 

komunikasi melalui kanal yang akrab bagi masyarakat. Kehadiran 

tokoh lokal dalam penyampaian pesan membantu membangun 

kredibilitas dan kepercayaan, sehingga ajakan membayar PBB 

tidak hanya dipahami sebagai instruksi formal dari pemerintah, 

tetapi juga sebagai ajakan yang berasal dari lingkungan sendiri. 
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Strategi ini memperkuat efektivitas komunikasi karena pesan 

dibawa oleh figur yang memiliki kedekatan emosional dan sosial 

dengan masyarakat.  

“Tokoh masyarakat dan aparat kelurahan sangat kami 

libatkan karena mereka punya pengaruh langsung di 

lingkungan masing-masing. Biasanya, kami berkoordinasi 

agar mereka ikut menyampaikan ajakan membayar PBB 

secara persuasif, baik dalam pertemuan warga, kegiatan 

posyandu, maupun forum-forum lokal lainnya. Kehadiran 

mereka membuat pesan dari Bapenda lebih mudah diterima 

masyarakat.” 

 

 Selanjutnya, peneliti bertanya tentang bentuk kegiatan 

edukatif yang dilakukan Bapenda untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat tentang pentingnya PBB. Pernyataan Bapak 

Hendra Asmilan menunjukkan bahwa Bapenda menjalankan 

pendekatan edukatif yang terstruktur dan menyasar langsung 

masyarakat dengan pemahaman yang masih rendah tentang PBB. 

Melalui kegiatan seperti sosialisasi, penyuluhan langsung, dan 

penyebaran materi informasi baik cetak maupun digital, Bapenda 

berusaha tidak hanya menyampaikan informasi teknis terkait cara 

pembayaran, tetapi juga menanamkan kesadaran tentang 

pentingnya kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. 

Strategi ini menunjukkan bahwa edukasi dianggap sebagai kunci 

untuk membentuk persepsi positif masyarakat terhadap PBB, 

sekaligus membangun pemahaman jangka panjang agar kepatuhan 

tumbuh secara sukarela, bukan semata karena kewajiban 

administratif. 
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“Kegiatan edukatif kami lakukan melalui sosialisasi, 

penyebaran brosur, serta penggunaan media sosial. Kami 

juga melakukan penyuluhan ke lingkungan-lingkungan 

tertentu, khususnya yang tingkat pembayarannya masih 

rendah. Di sana, kami jelaskan manfaat PBB untuk 

pembangunan daerah dan bagaimana membayar dengan 

mudah. Edukasi ini penting supaya masyarakat paham 

bukan hanya soal teknis pembayaran, tapi juga tujuannya.” 

 

 

 Sedangkan, pernyataan Bapak Ahmad Sofwan menekankan 

pentingnya pendekatan langsung dan partisipatif dalam kegiatan 

edukatif Bapenda. Dengan terlibat aktif dalam forum publik seperti 

car free day dan pameran pelayanan, Bapenda menciptakan ruang 

interaksi informal yang dapat meningkatkan keterlibatan 

masyarakat. Materi edukatif yang dibuat ringan, seperti infografis 

dan simulasi pembayaran digital, menunjukkan strategi komunikasi 

yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. 

Pendekatan ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga 

membangun pengalaman langsung yang mempermudah 

pemahaman masyarakat tentang pentingnya dan cara membayar 

PBB. 

 “Kami sering mengadakan sosialisasi langsung ke 

kecamatan atau kelurahan, biasanya bekerja sama dengan 

pihak kecamatan atau lurah. Selain itu, kami juga ikut 

dalam kegiatan car free day dan pameran pelayanan 

publik, di mana kami buka stan untuk edukasi dan 

pelayanan informasi. Kami siapkan materi ringan agar 

masyarakat mudah paham, seperti infografis dan simulasi 

cara bayar PBB lewat aplikasi.” 

 

 Kemudian, peneliti bertanya mengenai pelaksanaan 

sosialisasi langsung, seminar, atau penyuluhan dilakukan di 
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lapangan. Bapak Hendra Asmilan mengatakan bahwa Bapenda 

mengutamakan pendekatan tatap muka dalam pelaksanaan 

sosialisasi PBB. Dengan turun langsung ke berbagai forum 

masyarakat seperti RT/RW, posyandu, dan pengajian, Bapenda 

mampu menjangkau warga dari berbagai latar belakang secara 

lebih personal. Kehadiran tim teknis dalam kegiatan ini juga 

memperkuat efektivitas komunikasi, karena masyarakat dapat 

langsung bertanya dan menyampaikan keluhan. Pendekatan dua 

arah ini menciptakan suasana dialogis yang membangun 

kepercayaan dan memperbesar peluang pesan tersampaikan secara 

utuh dan dipahami dengan baik. 

“Sosialisasi lapangan kami lakukan secara rutin, terutama 

menjelang jatuh tempo pembayaran PBB. Kami hadir 

langsung ke lingkungan masyarakat, baik melalui forum 

RT/RW, posyandu, hingga pengajian. Kami juga sesekali 

mengadakan seminar kecil di aula kantor kelurahan. 

Penyuluhan ini dilakukan oleh tim teknis yang memahami 

seluk-beluk PBB agar masyarakat bisa langsung konsultasi 

kalau ada kendala. Pendekatan seperti ini cukup efektif 

karena komunikasi berlangsung dua arah.” 

 

 

 Lalu, peneliti bertanya bagaimana metode edukasi ini 

disesuaikan dengan karakteristik masyarakat di berbagai wilayah 

Kota Medan. Bapak Hendra Asmilan mengatakan bahwa Bapenda 

Kota Medan menerapkan strategi edukasi yang adaptif dan 

kontekstual berdasarkan karakteristik demografis dan geografis 

masyarakat. Dengan menyesuaikan media komunikasi yang 

digunakan, seperti pengeras suara dan spanduk untuk wilayah 
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padat dan konvensional, serta media digital seperti Instagram dan 

e-flyer untuk wilayah dengan akses internet yang baik. Bapenda 

berupaya memastikan bahwa informasi tentang PBB dapat 

menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif. Pendekatan 

ini mencerminkan pemahaman akan pentingnya komunikasi yang 

inklusif dan relevan terhadap kebiasaan serta kemampuan 

masyarakat setempat dalam menerima informasi.  

“Kami juga mempertimbangkan tingkat pendidikan dan 

kebiasaan komunikasi warga setempat. Di daerah padat 

penduduk, kami gunakan pengeras suara keliling atau 

spanduk yang dipasang di titik strategis. Sementara di 

daerah dengan akses digital yang baik, kami lebih aktif 

lewat akun Instagram, Facebook, dan juga mengirimkan e-

flyer. Tujuannya supaya pesan edukasi bisa diterima 

dengan cara yang paling mudah dimengerti oleh warga di 

tiap wilayah” 

 

 Sedangkan menurut Bapak Ahmad Sofwan mempertegas 

bahwa Bapenda Kota Medan juga mempertimbangkan aspek sosial 

dan budaya dalam menyusun metode edukasi PBB. Penyesuaian 

pendekatan dilakukan berdasarkan kemampuan dan kebiasaan 

warga, terutama dalam hal akses dan pemanfaatan teknologi. 

Untuk kelompok masyarakat yang belum akrab dengan digital, 

seperti lansia, Bapenda lebih menekankan interaksi langsung 

melalui pertemuan tatap muka. Sementara di komunitas yang lebih 

familiar dengan teknologi, edukasi dilakukan melalui media sosial 

dan grup WhatsApp. Strategi ini menunjukkan bahwa Bapenda 

berusaha menjaga efektivitas penyampaian informasi dengan cara 
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yang sesuai dan mudah diterima oleh masing-masing segmen 

masyarakat. 

“Metode edukasi kami sesuaikan dengan kondisi sosial dan 

budaya masyarakat di masing-masing wilayah. Misalnya, 

di wilayah yang mayoritas lansia atau belum terbiasa 

dengan teknologi, kami lebih mengutamakan pendekatan 

tatap muka melalui pertemuan langsung atau penyuluhan 

di kantor kelurahan. Tapi kalau di wilayah yang warganya 

lebih melek digital, kami manfaatkan media sosial atau 

grup WhatsApp kelurahan.” 

 

 Selanjutnya, peneliti bertanya Bagaimana Bapenda menilai 

tingkat pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat dari 

pembayaran PBB. Bapak Hendra Asmilan mengatakan tingkat 

pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat PBB masih 

terbatas. Banyak warga hanya mengetahui bahwa PBB merupakan 

kewajiban rutin tanpa memahami kontribusinya terhadap 

pembangunan daerah. Hal ini mencerminkan perlunya edukasi 

yang lebih intensif dan berkelanjutan, khususnya mengenai 

hubungan antara kepatuhan membayar PBB dengan peningkatan 

kualitas fasilitas umum dan layanan publik. Bapenda menyadari 

pentingnya menyampaikan informasi secara konkret agar 

masyarakat tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga 

memiliki kesadaran substantif terhadap peran mereka dalam 

pembangunan kota. 

“Dari pengamatan kami, masyarakat cenderung hanya 

tahu bahwa PBB itu kewajiban tahunan, tapi belum tentu 

mengerti dampaknya. Misalnya, mereka belum menyadari 

bahwa dana dari PBB digunakan untuk membiayai fasilitas 

umum seperti jalan, drainase, dan pelayanan publik 
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lainnya. Jadi, tugas kami adalah terus menyampaikan 

manfaat konkret dari PBB, supaya kesadaran mereka 

meningkat.” 

 

 Sedangkan, Bapak Ahmad Sofwan menegaskan bahwa 

pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pembayaran PBB 

belum merata. Meskipun ada sebagian warga yang sudah 

memahami bahwa PBB mendukung pembangunan daerah, masih 

banyak yang belum mengetahui fungsinya secara jelas. Hal ini 

menjadi tantangan bagi Bapenda untuk terus melakukan edukasi 

secara berkelanjutan, khususnya pada masyarakat yang kurang 

terlibat dalam kegiatan sosial di tingkat kelurahan atau yang tidak 

aktif di media digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan 

komunikasi yang lebih personal dan berbasis komunitas tetap 

dibutuhkan agar pemahaman masyarakat dapat meningkat secara 

menyeluruh.  

“Secara umum, tingkat pengetahuan masyarakat masih 

beragam. Ada yang sudah paham bahwa pembayaran PBB 

itu untuk mendukung pembangunan daerah, tapi masih 

banyak juga yang belum tahu pasti kegunaannya. Kami 

melihat masih perlu edukasi lanjutan, terutama di 

lingkungan yang jarang terlibat dalam kegiatan kelurahan 

atau tidak aktif di media sosial.” 

 

 Kemudian, peneliti bertanya bagaimana perubahan 

pengetahuan masyarakat setelah adanya kegiatan sosialisasi dari 

Bapenda. Bapak Hendra Asmilan menunjukkan bahwa kegiatan 

sosialisasi yang dilakukan Bapenda memberikan dampak positif 

terhadap peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat 
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mengenai PBB. Hal ini terlihat dari meningkatnya kepatuhan 

pembayaran di beberapa wilayah yang sebelumnya tergolong 

rendah. Masyarakat menjadi lebih memahami informasi terkait 

tagihan, batas waktu pembayaran, serta konsekuensi keterlambatan. 

Sosialisasi tatap muka yang melibatkan tokoh masyarakat atau 

lurah dinilai sebagai metode yang paling efektif, karena mampu 

membangun kepercayaan dan komunikasi langsung dengan warga, 

sehingga pesan lebih mudah diterima dan dipahami. 

“Kami melihat ada dampak positif dari kegiatan 

sosialisasi. Beberapa wilayah yang sebelumnya angka 

kepatuhan PBB-nya rendah mulai menunjukkan 

peningkatan. Masyarakat mulai lebih cepat bayar dan lebih 

paham soal tagihan serta sanksi jika terlambat. Sosialisasi 

tatap muka, terutama yang melibatkan tokoh masyarakat 

atau lurah, sangat efektif dalam mendorong perubahan 

pengetahuan ini.” 

 

 Sedangkan, menurut Bapak Ahmad Sofwan mengatakan 

bahwa kegiatan sosialisasi yang dilakukan Bapenda berdampak 

positif terhadap peningkatan pemahaman masyarakat, khususnya 

dalam aspek teknis pembayaran PBB. Setelah edukasi diberikan, 

masyarakat menjadi lebih mengerti prosedur pembayaran, batas 

waktu, serta pentingnya menyimpan bukti transaksi. Hal ini 

tercermin dari jenis pertanyaan yang diajukan warga, baik secara 

langsung di kantor maupun melalui media sosial, yang kini lebih 

spesifik dan menunjukkan pemahaman yang lebih baik. Artinya, 

sosialisasi berhasil meningkatkan literasi masyarakat terkait 

kewajiban perpajakan daerah. 
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“Setelah sosialisasi dilakukan, kami melihat ada 

peningkatan pemahaman dari masyarakat, terutama soal 

tata cara pembayaran PBB dan jadwalnya. Masyarakat 

jadi lebih tahu harus bayar ke mana, kapan batas 

waktunya, dan pentingnya menyimpan bukti pembayaran. 

Hal ini terlihat dari pertanyaan yang mereka ajukan saat 

datang ke kantor atau lewat media sosial, sudah lebih 

spesifik dan paham.” 

 

 Lalu, peneliti bertanya tentang strategi komunikasi yang 

dilakukan berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman 

masyarakat terhadap sistem pembayaran PBB. Bapak Hendra 

Asmilan mengatakan strategi komunikasi dua arah menjadi kunci 

dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem 

pembayaran PBB. Dengan membuka ruang dialog melalui call 

center dan sesi tanya jawab saat sosialisasi, masyarakat tidak hanya 

menerima informasi secara pasif, tetapi juga aktif menyampaikan 

kebingungan atau permasalahan yang mereka alami. Pendekatan 

ini membuat edukasi menjadi lebih efektif karena informasi yang 

disampaikan dapat langsung diklarifikasi, sehingga memperkuat 

pemahaman dan membangun kepercayaan publik terhadap 

Bapenda. 

“Kami mengatur strategi komunikasi agar bersifat dua 

arah, jadi tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga 

menerima masukan dan pertanyaan dari masyarakat. 

Misalnya melalui layanan call center atau sesi tanya jawab 

saat sosialisasi. Ini membantu masyarakat lebih paham 

karena mereka bisa langsung mengklarifikasi hal-hal yang 

belum jelas tentang pembayaran PBB” 

 

 Sedangkan, Bapak Ahmad Sofwan menekankan pentingnya 

kesederhanaan dalam penyampaian informasi sebagai bagian dari 
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strategi komunikasi. Penggunaan bahasa yang tidak teknis dan 

visual yang menarik bertujuan agar pesan lebih mudah dicerna oleh 

semua lapisan masyarakat. Konsistensi dalam menyebarkan 

informasi melalui media yang familiar seperti spanduk, baliho, dan 

media sosial juga memperkuat keterjangkauan pesan. Strategi ini 

terbukti efektif dalam mempercepat pemahaman masyarakat 

terhadap prosedur pembayaran PBB karena menyesuaikan dengan 

kebiasaan dan preferensi media yang digunakan sehari-hari. 

“Strategi komunikasi kami fokus pada penyampaian 

informasi yang sederhana dan mudah dipahami, seperti 

penggunaan bahasa yang tidak terlalu teknis dan visual 

yang menarik. Kami juga konsisten menyebarkan informasi 

melalui media yang dekat dengan masyarakat seperti 

spanduk, baliho, dan media sosial. Dengan begitu, 

masyarakat bisa lebih cepat menangkap inti pesan dan 

memahami prosedur pembayaran PBB” 

 

 Selanjutnya, peneliti bertanya bagaimana respons atau 

reaksi masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB setelah 

mereka menerima informasi atau edukasi. Bapak Hendra Asmilan 

mengatakan bahwa edukasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota 

Medan memberikan dampak positif terhadap perilaku masyarakat. 

Setelah menerima informasi dan pemahaman yang lebih baik 

mengenai pentingnya PBB, masyarakat menjadi lebih kooperatif 

dan tertib dalam melakukan pembayaran. Meski masih terdapat 

sebagian warga yang membutuhkan pendekatan lanjutan, secara 

umum telah terjadi perubahan sikap yang menunjukkan 

peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap kewajiban 
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membayar PBB. Hal ini mencerminkan bahwa komunikasi yang 

tepat dapat memengaruhi perilaku publik secara signifikan. 

“Kami melihat ada peningkatan partisipasi dalam 

pembayaran PBB setelah edukasi dilakukan. Masyarakat 

jadi lebih kooperatif dan mulai rutin membayar. Memang 

masih ada yang perlu pendekatan lebih lanjut, tapi secara 

keseluruhan ada perubahan sikap yang lebih baik terhadap 

kewajiban ini.”  

 

 Sedangkan, pernyataan Bapak Ahmad Sofwan memperkuat 

temuan sebelumnya bahwa edukasi memiliki peran penting dalam 

membentuk sikap masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB. 

Respons positif ditunjukkan melalui peningkatan kesadaran dan 

keaktifan masyarakat dalam mencari informasi lebih lanjut serta 

mengikuti arahan yang diberikan. Hal ini menandakan bahwa 

pendekatan komunikasi yang informatif dan mudah dipahami 

mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat ke arah yang 

lebih sadar dan patuh terhadap kewajiban pajak daerah. 

“Setelah diberikan informasi atau edukasi, respons 

masyarakat cukup positif. Mereka menjadi lebih sadar akan 

pentingnya membayar PBB tepat waktu. Banyak yang 

awalnya belum paham, tapi setelah sosialisasi, mereka 

mulai aktif bertanya dan mengikuti arahan yang 

diberikan.” 

 

 Kemudian, peneliti bertanya bagaimana Bapenda menilai 

sikap masyarakat terhadap pajak sebagai bentuk kontribusi kepada 

pembangunan daerah. Bapak Hendra Asmilan mengatakan terdapat 

korelasi antara tingkat kesadaran pajak dengan sikap positif 

masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB. Masyarakat yang 
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memahami bahwa pajak adalah bentuk kontribusi terhadap 

pembangunan daerah cenderung menunjukkan sikap kooperatif, 

seperti membayar tepat waktu dan proaktif mencari solusi saat 

menghadapi kendala. Namun, masih ada segmen masyarakat yang 

perlu pendekatan lebih intensif dan bersifat personal untuk 

meningkatkan kesadaran dan sikap mereka terhadap pentingnya 

peran pajak dalam pembangunan daerah. 

“Kami yang menangani langsung data dan pembayaran, 

terlihat bahwa masyarakat yang sadar pajak menunjukkan 

sikap yang positif. Mereka membayar tepat waktu dan 

bahkan ada yang aktif bertanya jika mengalami kendala. 

Tapi memang, untuk menjangkau masyarakat yang belum 

sadar, kami perlu strategi komunikasi yang lebih intens dan 

personal.” 

 

 Sedangkan, menurut Bapak Ahmad Sofwan memperkuat 

temuan sebelumnya bahwa sikap masyarakat terhadap PBB mulai 

menunjukkan perubahan ke arah positif. Mayoritas masyarakat 

sudah menyadari bahwa pajak adalah bentuk kontribusi nyata 

terhadap pembangunan daerah, meskipun masih ada sebagian kecil 

yang merasa terbebani atau tidak peduli. Hal ini mencerminkan 

pentingnya kesinambungan edukasi dan pendekatan yang tepat 

sasaran agar sikap positif ini dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. Upaya Bapenda dalam melakukan sosialisasi secara 

terus-menerus menjadi kunci dalam menumbuhkan kesadaran dan 

partisipasi aktif warga terhadap kewajiban membayar pajak. 

“Sebagian besar masyarakat sudah mulai memahami 

bahwa pajak, termasuk PBB, merupakan kontribusi nyata 
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mereka untuk pembangunan daerah. Sikap mereka cukup 

baik, meskipun masih ada sebagian kecil yang merasa 

terbebani atau kurang peduli. Karena itu, edukasi dan 

pendekatan terus kami lakukan.” 

 

 Lalu, peneliti melanjutkan bertanya tentang pendekatan 

komunikasi memengaruhi persepsi masyarakat tentang pentingnya 

pajak. Bapak Hendra Asmilan mengatakan bahwa pendekatan 

komunikasi yang menekankan transparansi dan relevansi nyata dari 

pajak sangat efektif dalam membentuk persepsi masyarakat. Ketika 

masyarakat dapat melihat langsung hasil pembangunan yang 

didanai dari PBB, persepsi mereka terhadap pajak berubah menjadi 

lebih positif dan penuh apresiasi. Penekanan bahwa pajak 

merupakan bentuk kontribusi warga negara terhadap kemajuan 

daerah juga memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya peran 

aktif dalam pembangunan. Ini membuktikan bahwa komunikasi 

publik yang bersifat informatif, partisipatif, dan membumi 

memiliki dampak kuat dalam membentuk persepsi dan 

meningkatkan kepatuhan pajak. 

“Kami melihat bahwa pendekatan komunikasi yang 

mengedepankan transparansi dan menjelaskan manfaat 

pajak secara konkret dapat mengubah persepsi 

masyarakat. Misalnya, dengan menunjukkan hasil 

pembangunan yang didanai dari PBB, masyarakat jadi 

lebih menghargai kewajiban tersebut. Kami juga sering 

menekankan bahwa pajak adalah bagian dari kewajiban 

sebagai warga negara yang mendukung kemajuan 

daerah.” 

 

 Sedangkan, menurut Bapak Ahmad Sofwan pentingnya 

pendekatan komunikasi yang menekankan manfaat langsung dari 
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pajak terhadap kehidupan masyarakat. Dengan memberikan contoh 

konkret seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum, masyarakat 

menjadi lebih mudah memahami dampak nyata dari kontribusi 

mereka. Strategi ini mampu membangun persepsi positif terhadap 

pajak, karena masyarakat tidak hanya melihatnya sebagai beban 

kewajiban, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk 

kemajuan lingkungan sekitar. Komunikasi yang relevan dan dekat 

dengan realitas masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan 

kesadaran serta rasa tanggung jawab warga terhadap pembayaran 

pajak. 

“Pendekatan komunikasi yang kami lakukan berfokus pada 

penyuluhan yang menekankan manfaat langsung dari pajak 

untuk kehidupan sehari-hari, seperti pembangunan jalan, 

fasilitas umum, dan perbaikan infrastruktur. Ketika 

masyarakat paham bahwa kontribusi mereka berdampak 

langsung, persepsi mereka terhadap pajak menjadi lebih 

positif dan mereka merasa lebih bertanggung jawab.” 

  

 Selanjutnya, peneliti bertanya bagaimana perubahan 

perilaku masyarakat yang terlihat dalam realisasi pembayaran PBB 

setelah komunikasi dilakukan. Pernyataan Bapak Hendra Asmilan 

menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan oleh 

Bapenda berdampak positif terhadap perilaku masyarakat dalam 

membayar PBB. Edukasi yang dilakukan secara langsung serta 

penyampaian pesan yang relevan terbukti mampu meningkatkan 

kepatuhan masyarakat. Hal ini tercermin dari peningkatan realisasi 

pembayaran PBB setiap tahunnya, di mana masyarakat mulai 
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membayar tepat waktu, bahkan ada yang melakukan pembayaran 

lebih awal. Perubahan ini menandakan bahwa komunikasi yang 

efektif mampu membentuk perilaku yang lebih disiplin dan 

bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakan.  

“realisasi pembayaran PBB mengalami kenaikan setiap 

tahun, terutama setelah kami gencar melakukan edukasi 

langsung dan menyampaikan pesan-pesan yang relevan. 

Masyarakat kini lebih patuh terhadap tenggat waktu 

pembayaran, dan bahkan ada yang membayar lebih awal 

karena sudah paham manfaat dan prosedurnya.” 

 

 Sedangkan, menurut Bapak Ahmad Sofwan pendekatan 

komunikasi yang konsisten dan terarah mampu meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar PBB. Melalui 

penyebaran informasi di berbagai media, masyarakat tidak hanya 

menjadi lebih patuh terhadap tenggat waktu pembayaran, tetapi 

juga menunjukkan inisiatif dalam mencari informasi dan 

berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi. Hal ini menunjukkan 

adanya perubahan perilaku yang positif, di mana masyarakat 

menjadi lebih proaktif dan bertanggung jawab sebagai wajib pajak. 

“Setelah komunikasi dilakukan secara konsisten melalui 

berbagai media, kami melihat adanya peningkatan 

kesadaran yang tercermin dari meningkatnya jumlah wajib 

pajak yang membayar PBB tepat waktu. Masyarakat mulai 

aktif mencari informasi sendiri, dan tingkat partisipasi 

dalam kegiatan sosialisasi juga bertambah.” 

 

 Kemudian, peneliti lanjut bertanya tentang bagaimana 

Bapenda memantau atau mengevaluasi tingkat kepatuhan 

pembayaran PBB di masyarakat. Pernyataan Bapak Hendra 
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Asmilan menunjukkan bahwa Bapenda telah memanfaatkan 

teknologi melalui sistem informasi pajak untuk memantau dan 

mengevaluasi tingkat kepatuhan masyarakat dalam pembayaran 

PBB. Dengan data yang terstruktur hingga tingkat kelurahan, 

Bapenda dapat secara cepat mengidentifikasi wilayah yang 

membutuhkan perhatian lebih. Strategi tindak lanjut seperti 

penagihan aktif dan sosialisasi tambahan menjadi bentuk respons 

adaptif terhadap data kepatuhan, yang mencerminkan efektivitas 

manajemen komunikasi dan pelayanan publik dalam meningkatkan 

penerimaan pajak daerah. 

“Kami memanfaatkan sistem informasi pajak yang 

merekam seluruh transaksi pembayaran. Dari situ, kami 

bisa lihat tingkat kepatuhan per kecamatan hingga 

kelurahan. Jika ada wilayah dengan angka kepatuhan 

rendah, kami langsung tindaklanjuti dengan pendekatan 

khusus, seperti penagihan aktif atau sosialisasi tambahan 

di wilayah tersebut.” 

 

 Sedangkan, menurut Bapak Ahmad Sofwan pentingnya 

koordinasi internal dalam proses pemantauan dan evaluasi tingkat 

kepatuhan pembayaran PBB. Dengan mengandalkan laporan 

berkala dari sub bidang teknis, Bapenda dapat menyusun strategi 

komunikasi dan edukasi yang lebih tepat sasaran. Evaluasi yang 

dilakukan secara triwulanan mencerminkan adanya sistem kontrol 

yang berkelanjutan, sekaligus menjadi indikator bahwa program 

sosialisasi dinilai secara berkala untuk memastikan efektivitasnya 

dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat 
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terhadap kewajiban pajak. 

“Kami berkoordinasi dengan sub bidang teknis untuk 

mendapatkan laporan berkala terkait jumlah wajib pajak 

yang sudah dan belum membayar. Data itu jadi acuan 

untuk menyusun strategi komunikasi dan edukasi 

berikutnya. Evaluasi juga dilakukan setiap triwulan untuk 

menilai efektivitas program sosialisasi yang kami 

jalankan.” 

 

 Terakhir, peneliti bertanya strategi lanjutan yang dilakukan 

jika masyarakat masih belum membayar PBB setelah dilakukan 

komunikasi. Pernyataan Bapak Hendra Asmilan menunjukkan 

bahwa strategi lanjutan Bapenda dalam menghadapi wajib pajak 

yang belum memenuhi kewajibannya tidak hanya berfokus pada 

pendekatan persuasif, tetapi juga melibatkan langkah-langkah yang 

lebih tegas. Pengiriman surat teguran menjadi upaya formal yang 

memperingatkan wajib pajak, sementara program jemput bola dan 

mobil keliling pajak merupakan bentuk pelayanan aktif untuk 

memudahkan akses pembayaran. Penerapan sanksi administratif 

menunjukkan bahwa Bapenda tetap mengedepankan aturan sebagai 

bentuk penegakan kepatuhan, namun tetap diawali dengan 

pendekatan edukatif dan fasilitatif. Strategi ini mencerminkan 

keseimbangan antara pendekatan komunikatif dan penegakan 

regulasi. 

“Strategi lanjutan biasanya berupa pengiriman surat 

teguran secara resmi kepada wajib pajak yang belum 

membayar. Selain itu, kami juga mengaktifkan kembali 

kegiatan jemput bola dan membuka layanan mobil keliling 

pajak agar akses pembayaran lebih mudah. Dalam 

beberapa kasus, kami juga mempertimbangkan penerapan 
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sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.” 

 

 Sedangkan, Bapak Ahmad Sofwan menekankan pentingnya 

strategi pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas 

dalam menghadapi masyarakat yang masih belum membayar PBB 

meskipun komunikasi telah dilakukan. Dengan melibatkan tokoh 

masyarakat, kepala lingkungan, dan lurah setempat, Bapenda 

berupaya membangun kepercayaan dan kedekatan emosional 

antara pemerintah dan warga. Pendekatan ini memperkuat pesan 

bahwa pajak bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk partisipasi 

kolektif dalam pembangunan daerah. Kunjungan langsung juga 

menjadi media komunikasi dua arah yang efektif untuk mendengar 

langsung keluhan atau kendala wajib pajak, sekaligus memberikan 

edukasi secara langsung dan humanis. 

“Jika setelah komunikasi masyarakat masih belum 

membayar, kami akan memperkuat pendekatan persuasif 

dengan menggandeng tokoh masyarakat, kepala 

lingkungan, dan lurah setempat. Kami juga melakukan 

kunjungan langsung untuk memberikan pemahaman lebih 

personal dan menjelaskan manfaat membayar PBB bagi 

pembangunan daerah.” 

    

 Selanjutnya peneliti melanjutkan wawancara dengan 

informan masyarakat wajib pajak, yaitu Ibu Dara berusia 37 Tahun 

dan Bapak Jimmi berusia 57 Tahun. 

                           Gambar 4. 4 Informan Masyarakat Wajib Pajak 
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Sumber: Dokumentasi peneliti, 2025 

 

 Peneliti bertanya mengenai bagaimana mereka mengetahui 

informasi tentang jadwal atau cara pembayaran PBB. Pernyataan 

Ibu Dara menunjukkan bahwa sumber informasi mengenai jadwal 

atau cara pembayaran PBB masih bergantung pada penyampaian 

langsung dari pihak kelurahan. Hal ini mencerminkan bahwa 

pendekatan komunikasi interpersonal, seperti kunjungan langsung 

atau penyampaian informasi secara door to door, masih menjadi 

cara yang efektif di tingkat masyarakat. Namun, ketergantungan 

pada metode ini juga menunjukkan perlunya penguatan kanal 

komunikasi lain yang lebih luas dan mudah diakses, agar 

penyebaran informasi dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak 

secara efisien. 

 “Saya dapat informasinya dari kelurahan yang datang 

kerumah” 

 

 Sedangkan menurut Bapak Jimmi mengatakan ia 

mengetahui informasi pembayaran PBB dari kepala lingkungan 

(Kepling) menegaskan bahwa peran tokoh lokal sangat penting 

dalam menyebarkan informasi terkait pajak di masyarakat. Ini 

menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan secara personal 
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melalui tokoh yang dikenal dan dipercaya masyarakat memiliki 

efektivitas tinggi. Namun, hal ini juga mengindikasikan bahwa 

distribusi informasi masih terbatas pada jaringan informal, 

sehingga diperlukan strategi komunikasi yang lebih sistematis dan 

merata, seperti melalui media sosial, spanduk, atau aplikasi digital 

resmi pemerintah daerah. 

“Saya tau dari Kepling dek kalau itu” 

 

 Kemudian, peneliti melanjutkan wawancara dengan 

bertanya tentang pendapat mereka setelah melihat ajakan dari 

pemerintah untuk membayar PBB. Pernyataan Ibu Dara yang 

menyebut bahwa ia menjadi tepat waktu dalam membayar PBB 

setelah melihat ajakan dari pemerintah menunjukkan adanya 

dampak positif dari komunikasi yang dilakukan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa ajakan atau imbauan dari pemerintah, 

ketika disampaikan secara efektif, mampu memengaruhi perilaku 

masyarakat. Meski tanggapannya singkat, hal ini merefleksikan 

adanya perubahan sikap menuju kepatuhan, yang menjadi tujuan 

utama dari strategi komunikasi publik dalam pengelolaan pajak 

daerah. 

“Jadi tepat waktu sih bayarnya” 

 

 Sedangkan, Bapak Jimmi mengatakan bahwa ajakan 

pemerintah “bagus biar orang gak telat bayar PBB” memperkuat 

temuan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah 
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memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesadaran masyarakat. 

Hal ini mencerminkan bahwa ajakan yang disampaikan tidak hanya 

berdampak secara personal, tetapi juga dipandang bermanfaat 

untuk masyarakat secara luas. Respons ini menunjukkan adanya 

pemahaman bahwa komunikasi pemerintah memiliki peran 

preventif dalam mendorong kepatuhan kolektif terhadap kewajiban 

pajak. 

“Bagus biar orang gak telat bayar PBB” 

 

 Lalu, peneliti bertanya bagaimana pengalaman mereka saat 

mengikuti sosialisasi atau edukasi dari pihak pemerintah tentang 

PBB. Pernyataan Ibu Dara menunjukkan bahwa mereka belum 

memiliki pengalaman langsung mengikuti sosialisasi atau edukasi 

tentang PBB, namun memiliki minat untuk berpartisipasi apabila 

kegiatan tersebut diadakan kembali. Hal ini mengindikasikan 

adanya keterbukaan masyarakat terhadap informasi dan edukasi 

dari pemerintah, sekaligus mengisyaratkan perlunya peningkatan 

jangkauan serta efektivitas dalam menyampaikan informasi 

sosialisasi agar lebih merata diterima oleh semua lapisan 

masyarakat. 

“Kalau soal sosialisasi itu gatau ya, tapi kalau memang 

ada sosialisasi lagi saya mau ikut” 

 

 Sedangkan, Bapak Jimmi mencerminkan respon positif 

terhadap kegiatan sosialisasi atau edukasi yang telah dilakukan 

pemerintah. Informan merasa bahwa kegiatan tersebut bermanfaat 
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karena memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai 

kewajiban membayar PBB. Hal ini menunjukkan bahwa 

komunikasi yang dilakukan pemerintah memiliki dampak positif 

dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat 

mengenai pentingnya pajak, khususnya PBB, sebagai bagian dari 

kontribusi terhadap pembangunan daerah. 

“Bagus-bagus jadi biar paham bayar PBB” 

 

 Selanjutnya, peneliti bertanya bagaimana mereka 

memahami tujuan atau manfaat dari membayar PBB. Pernyataan 

Ibu Dara menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tujuan atau 

manfaat membayar PBB didasarkan pada rasa tanggung jawab 

sebagai warga negara. Meskipun jawabannya singkat, hal ini 

mengindikasikan adanya kesadaran dasar bahwa pembayaran pajak 

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, pemahaman 

ini belum sepenuhnya menyentuh aspek manfaat konkret dari pajak 

bagi pembangunan daerah, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

edukasi lebih lanjut masih diperlukan untuk memperluas 

pemahaman masyarakat.  

 “Tanggung jawab aja sih” 

 

 Sedangkan, Bapak Jimmi mengatakan bahwa pemahaman 

mengenai PBB cukup mendasar, yaitu menganggapnya sebagai 

kewajiban atau bentuk iuran atas kepemilikan tanah. Meskipun 

informan belum mengaitkan secara langsung manfaat PBB 



55 

 

 

 

terhadap pembangunan daerah, adanya kesadaran bahwa PBB 

merupakan kewajiban menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup 

baik. Namun, seperti halnya Informan 1, hal ini juga 

mengindikasikan bahwa komunikasi pemerintah masih perlu 

ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya memahami kewajiban, 

tetapi juga melihat kontribusi langsung PBB terhadap 

kesejahteraan lingkungan mereka. 

“PBB itukan Pajak tanah ya, ya saya pikir itu kewajiban 

aja, kek iuran” 

  

 Kemudian, peneliti lanjut bertanya mengenai bagaimana 

sikap masyarakat di lingkungan mereka terhadap kewajiban 

membayar PBB. Pernyataan Ibu Dara mencerminkan bahwa sikap 

masyarakat di lingkungan tersebut cukup responsif terhadap 

kewajiban membayar PBB. Informan menggambarkan adanya 

kepatuhan kolektif, di mana warga cenderung langsung membayar 

setelah diberi informasi tanpa menunda. Hal ini menunjukkan 

bahwa komunikasi yang disampaikan baik melalui perangkat 

kelurahan maupun kepling berhasil membentuk kesadaran dan 

kepatuhan yang baik. Respons cepat dari warga juga dapat menjadi 

indikator bahwa mereka telah memahami pentingnya membayar 

PBB tepat waktu.  

“Setau saya sih warga-warga disini tuh kalau udah dikasih 

tau tuh biasanya langsung bayar, gak yang nunggu-

nunggu, gak yang nunda-nunda” 

 

 Sedangkan, Bapak Jimmi mengatakan adanya perbedaan 
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tingkat kepatuhan terhadap pembayaran PBB berdasarkan 

kelompok usia. Masyarakat yang lebih tua dinilai lebih taat dan 

bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, sedangkan 

generasi muda cenderung kurang peduli, kemungkinan karena 

kurangnya pemahaman atau minimnya sosialisasi yang 

menjangkau mereka. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi 

komunikasi pemerintah perlu disesuaikan dengan segmentasi usia, 

misalnya dengan menggunakan media digital yang lebih akrab bagi 

generasi muda serta pendekatan yang lebih edukatif untuk 

meningkatkan kesadaran mereka. 

“Yang tua-tua biasanya taat, yang muda-muda kadang 

cuek kan, mungkin belum ngerti” 

 Terakhir, peneliti bertanya apa yang menjadi dorongan atau 

kendala mereka dalam membayar PBB. Pernyataan Ibu Dara 

menunjukkan bahwa dorongan utama dalam membayar PBB 

adalah rasa tanggung jawab sebagai warga negara serta keinginan 

untuk menghindari sanksi atau denda. Hal ini mencerminkan 

motivasi normatif dan juga kalkulasi rasional dari masyarakat 

dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Artinya, kesadaran 

membayar PBB masih lebih didorong oleh kewajiban hukum dan 

rasa takut terhadap konsekuensi, bukan karena pemahaman yang 

mendalam tentang manfaat PBB bagi pembangunan. Ini menjadi 

masukan penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan 



57 

 

 

 

komunikasi yang menekankan aspek manfaat dan kontribusi nyata 

PBB terhadap lingkungan masyarakat. 

“Karna kewajiban aja sih dek, memang harus di bayarkan 

daripada kenak denda kan” 

 

 Sedangkan, menurut Bapak Jimmi bahwa dorongan dalam 

membayar PBB lebih bersifat responsif terhadap pengingat dari 

pihak lingkungan, dalam hal ini kepala lingkungan (kepling). Hal 

ini mencerminkan bahwa peran komunikasi interpersonal dan 

kedekatan sosial memiliki pengaruh kuat terhadap kepatuhan 

masyarakat. Artinya, strategi pendekatan langsung dan komunikasi 

personal dari tokoh setempat masih menjadi metode yang efektif 

dalam mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. 

Ini mengindikasikan pentingnya melibatkan aparat lingkungan 

dalam strategi komunikasi publik pemerintah, khususnya dalam 

meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat akar rumput. 

“Biasanya kalau udah diingetin kepling ya saya langsung 

bayar biar cepat siap gitu dek” 

4.2 Pembahasan 

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan menerapkan strategi 

komunikasi informatif melalui pemanfaatan berbagai media sosialisasi. Informasi 

mengenai jadwal pembayaran, lokasi layanan, dan manfaat Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) disebarkan melalui spanduk, baliho, brosur, serta media sosial 

resmi. Komunikasi yang dilakukan bersifat satu arah dan bertujuan untuk 
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menyebarkan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Pesan-pesan yang 

dikemas secara ringkas dan menarik diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan 

masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori strategi komunikasi dalam fungsi 

informatif, yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran awal 

masyarakat terhadap suatu isu atau kewajiban tertentu, dalam hal ini kewajiban 

membayar pajak. 

Selain media, Bapenda juga menggunakan strategi persuasif dengan 

melakukan sosialisasi secara langsung ke masyarakat. Kegiatan ini dilakukan 

secara berkala di lingkungan-lingkungan warga, melibatkan tokoh masyarakat 

serta kepala lingkungan. Pendekatan ini menciptakan komunikasi dua arah yang 

memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga 

menyampaikan pertanyaan atau kendala secara langsung kepada petugas. Strategi 

ini menunjukkan pendekatan komunikasi interpersonal yang efektif karena 

menciptakan kedekatan emosional, sebagaimana ditegaskan dalam teori strategi 

komunikasi bahwa unsur persuasi memiliki peran penting dalam membentuk 

sikap dan perilaku khalayak. Dari hasil wawancara, masyarakat merasa lebih 

termotivasi untuk membayar pajak setelah mendapatkan penjelasan secara 

langsung dengan pendekatan yang humanis. 

Strategi integratif juga menjadi bagian penting dalam komunikasi Bapenda 

dengan melibatkan aparat lingkungan seperti kepala lingkungan, lurah, dan tokoh 

masyarakat dalam penyampaian pesan. Kolaborasi ini memperkuat jaringan 

komunikasi serta meningkatkan kredibilitas pesan karena disampaikan oleh pihak 
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yang memiliki kedekatan sosial dan budaya dengan warga. Dalam perspektif teori 

strategi komunikasi, strategi integratif mencerminkan upaya untuk menyatukan 

berbagai elemen masyarakat agar pesan lebih diterima dan diterapkan. Aparat 

lingkungan memiliki pengaruh dalam membentuk opini publik, sehingga 

keterlibatan mereka menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran 

dan kepatuhan terhadap pembayaran PBB. 

Selanjutnya, strategi adaptif juga diterapkan melalui program mobil pajak 

keliling yang langsung menyasar ke pemukiman warga. Program ini merupakan 

bentuk pelayanan jemput bola yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan 

pembayaran, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau akses 

ke kantor pajak. Strategi ini menunjukkan fleksibilitas dan responsivitas Bapenda 

terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan adaptif ini mencerminkan upaya 

penyesuaian strategi komunikasi dengan kondisi dan karakteristik masyarakat, 

serta menggambarkan bentuk partisipasi aktif pemerintah dalam mendorong 

kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks strategi komunikasi, pendekatan ini 

memperkuat dimensi partisipatif dan meningkatkan interaksi dua arah antara 

pemerintah dan masyarakat. 

Bapenda juga menjalankan strategi regulatif dan kontrol melalui 

mekanisme teguran terhadap wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya. 

Surat teguran dikirimkan sebagai bagian dari pengawasan dan pengendalian, yang 

kemudian didukung dengan evaluasi rutin atas efektivitas sosialisasi dan capaian 

pelunasan PBB. Dalam teori strategi komunikasi, strategi kontrol berfungsi untuk 
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memastikan bahwa pesan tidak hanya dipahami, tetapi juga ditaati. Penggunaan 

pendekatan regulatif ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya berfungsi 

sebagai edukasi, tetapi juga sebagai sarana penegakan aturan demi menciptakan 

kepatuhan. Strategi ini mencerminkan keseimbangan antara pendekatan persuasif 

dan kontrol yang sistematis. 

Dari sisi masyarakat, hasil wawancara dengan wajib pajak menunjukkan 

bahwa sebagian besar dari mereka membayar PBB karena merasa itu merupakan 

kewajiban sebagai warga negara. Pola ini mengindikasikan bahwa kesadaran yang 

muncul masih bersifat normatif. Artinya, tindakan membayar pajak dilakukan 

lebih karena dorongan kewajiban sosial dan legal, bukan berdasarkan pemahaman 

mendalam mengenai manfaat pajak. Berdasarkan teori kesadaran masyarakat, 

kesadaran normatif ini merupakan tahap awal di mana individu menjalankan 

kewajiban karena tekanan sosial atau aturan, bukan karena adanya pemahaman 

atau keterlibatan kritis. 

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa kesadaran kritis 

masyarakat terhadap fungsi dan dampak pajak masih tergolong rendah. Banyak 

masyarakat yang tidak memahami secara menyeluruh bagaimana dana PBB 

digunakan dalam pembangunan, seperti peningkatan infrastruktur, layanan publik, 

dan fasilitas sosial. Beberapa warga bahkan merasa tidak mendapatkan manfaat 

langsung dari pajak yang mereka bayarkan. Dalam teori kesadaran, kesadaran 

kritis merupakan bentuk tertinggi, di mana individu memahami peran aktif mereka 

dalam sistem sosial, termasuk kontribusi melalui pajak. Oleh karena itu, Bapenda 
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perlu mengembangkan strategi komunikasi yang tidak hanya menyampaikan 

prosedur teknis, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang kontribusi nyata 

PBB terhadap kualitas hidup mereka. Hal ini penting agar masyarakat tidak hanya 

mematuhi aturan, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab kolektif terhadap 

pembangunan kota. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi komunikasi Badan 

Pendapatan Daerah Kota Medan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat 

membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dapat disimpulkan beberapa 

poin berikut: 

1. Strategi komunikasi yang diterapkan bersifat informatif, persuasif, 

dan integratif. Badan Pendapatan Daerah Kota Medan 

menyampaikan informasi melalui berbagai saluran seperti surat 

pemberitahuan, spanduk, media sosial, hingga kegiatan jemput 

bola dan mobil keliling pajak. Strategi ini bertujuan memberikan 

kemudahan akses dan meningkatkan pemahaman masyarakat 

tentang pentingnya membayar PBB tepat waktu. 

2. Pendekatan persuasif dilakukan dengan melibatkan tokoh 

masyarakat. Untuk menjangkau wajib pajak yang belum membayar 

meskipun telah diberikan informasi, Bapenda bekerja sama dengan 

kepala lingkungan, lurah, serta tokoh masyarakat untuk 

meningkatkan kepercayaan dan kedekatan emosional. 

3. Peningkatan kesadaran masyarakat tergantung pada usia, 

pemahaman, dan pendekatan komunikasi. Masyarakat yang lebih 

tua cenderung memiliki kesadaran lebih tinggi karena terbiasa 

dengan kewajiban PBB. Sementara itu, kelompok usia muda 
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memerlukan pendekatan yang lebih edukatif dan komunikatif agar 

lebih sadar terhadap tanggung jawab perpajakan. 

4. Hambatan dalam membayar PBB lebih kepada kurangnya 

informasi dan kesadaran individu. Informasi seringkali hanya 

diterima secara pasif melalui kepala lingkungan atau pihak 

kelurahan, sehingga bagi masyarakat yang tidak proaktif, informasi 

tidak tersampaikan secara maksimal. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat 

disampaikan antara lain: 

1. Bapenda Kota Medan perlu memperluas saluran komunikasi dan 

intensitas edukasi. Sosialisasi mengenai pentingnya PBB harus 

terus dilakukan secara rutin, tidak hanya pada saat masa jatuh 

tempo, tetapi juga jauh sebelum itu. Edukasi bisa dilakukan 

melalui media sosial, radio lokal, atau kolaborasi dengan sekolah 

dan komunitas lokal. 

2. Meningkatkan pendekatan berbasis komunitas dan kearifan lokal. 

Pelibatan tokoh masyarakat, kepala lingkungan, dan lurah terbukti 

efektif dalam menjangkau lapisan masyarakat. Strategi ini dapat 

diperluas agar lebih menyentuh masyarakat secara personal. 
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3. Meningkatkan inovasi layanan pajak digital dan mobil keliling. 

Upaya jemput bola dan pelayanan keliling pajak sudah berjalan 

baik, namun akan lebih maksimal jika dibarengi dengan 

kemudahan akses digital yang user-friendly, termasuk reminder 

otomatis via SMS atau WhatsApp. 

4. Perlu adanya evaluasi berkala terhadap efektivitas strategi 

komunikasi yang digunakan. Bapenda perlu meninjau sejauh mana 

strategi komunikasi mereka mampu meningkatkan pembayaran 

PBB secara nyata, sehingga pendekatan yang kurang efektif bisa 

diperbaik 

5. Bagi wajib pajak dari kalangan generasi muda, perlu dirancang 

strategi komunikasi yang berbeda dengan yang diterapkan kepada 

generasi yang lebih tua, guna meningkatkan tingkat kepatuhan 

mereka dalam membayar pajak.
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